Meningkatkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akomodatif dan
akuntabel.

Belanja Kepala Desa dan Perangkat Desa

Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM)

Insentif Dusun, RW dan RT serte kelembagaan desa lainnya

Tunjangan Operasinonal BPD

Program Operasional Pemerintahan Desa

Program pelayanan dasar infrastruktur

Program pelayanan pertanian dan perkebunan

Program pelayanan dasar keschatan

. Program pelayanan dasar pendidikan

. Program penanggulangan kemiskinan

. Program penyelenggaraan Pemerintahan desa

. Program peningkatan kapasitas masyarakat, kelembagaan desa, aparatur desa

dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui pelatihan-pelatihan

. Program ckonomi kerakyatan yang produktif

. Program peningkatan pelayanan masyarakat

. Program dana bergulir, Agribisnis dan manajemen usaha

. Program pengelolaan tata ruang desa

. Program penyusunan peraturan desa dan perencanaan pembangunan desa
. Program penyelenggaraan keagamaan dan akhlakul karimah.

. Program pemberdayaan lembaga adat

. Program kerjasama desa dan antar desa

. Program peningkatan kualitas ingkungan dan perumahan

423  Strategi Pencapaian

Strateg! pencapaian pembangunan desa adalah sebagai benkut :

L.

[
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Menjadikan dokumen RPJM [desa ini sebaga satu-satunya dokumen perencanaan
Pembangunan desa selama 6 (enam) tahun.

Bersama masyarakat desa, Pemerintah Desa bersinergi dan bersatu padu dalam
kebersamaan dan kegotongroyongan dalam membangun desa dengan asas-asal keadilan,
partisipatif, transparan dan bertanggung jawab

Menyusun langkah-langkah konkrit dan operatif prioritas pembangunan desa.
Melaksanakan pembangunan desa berdasarkan aturan dan petunjuk yang ada
Melakukan pengawasan terhadap proses-proses pembangunan desa
Melakukan pemanfaatan dan pelesarian kegiatan

Memberikan penghargaan dan sanksi yang proporsional dan bertanggung
jawab kepada pelaku pembangunan desa.



BABV
PENUTUP

Semua program yang dicantumkan menjadi kebutuhan utama kondisi saat ini, tidak
kemungkinan ada program tambahan yang sifatnya darurat dan tidak bisa ditunda, karena tidak
tercantum dalam rencana program maka swadaya masyarakat sangat diperlukan berupa tenaga gotong
royong maupun material yang bisa diambil dari lokal desa.

Program ini hanya untuk 6 (enam) tahun, keberhasilan pembangunan sangat bergantung juga kepada
pembinaan, pendampingan dan anggaran yang tersedia. Pemerintah desa sedari dulu sudah sangat
siap melakukan pembangunan desa, sehingga visi dan misi desa yang sudah dicantum, bukan hanya
sekedar uraian kata-kata, namun terimplementasi menjadi alat untuk mensejahterakan masyarakat.

Demikian program-program yang felah direncakan. Semoga Allah SWT memberikan ridho, taufiq

dan hidayah-Nya, sehingga hadimya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 benar-benar merubah
desa menjadi lebih maju dan mandin. Amin.

KEPALA DESA GEMBOR UDIK




KEPALA DESA GEMBOR UDIK
KABUPATEN SERANG

PERATURAN DESA GEMBOR UDIK
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA GEMBOR UDIK

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2022-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GEMBOR UDIK,

bahwa untuk melaksanankan ketentuan Pasal 79
Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan
pembangunan desa sesuai dengan kewenangan Desa
dengan mengacu pada perencanaan pembangunan
Kabupaten;

bahwa bahwa sebagai pedoman pembangunan desa
maka perlu disusun RPJM Desa yang memuat visi dan
misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa,
serta rencana kegiatan yang meliputi bidang
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa
dan pemberdayaan masyarakat Desa;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan
Desa tentang Rencana Pembangunan Janga Menengah
Desa Tahun 2022-2027 ;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003
Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
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Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor
68 Tambahan Lembaran Negara Nomor4725);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5679),;

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Togas Pembantuan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4816);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan
Lembaran Negara Nomor4817),

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
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Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun
2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Nornor
6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Togas dan Wewenang Gubernur sebagai
Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Tahun 2018
Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Nomor6224);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 26 Tahun
2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Serang Tahun 2006-2026
(Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006
Nomor 747);

Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun
2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun
2013 Nomor 08);

Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016

Nomor 05),;

Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun
2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021 Nomor 1);

Peraturan Desa Gembor Udik Nomor 04 Tahun 2018
tentang Kewenangan Desa;

Peraturan Desa Gembor Udik Nomor 2 Tahun 2019
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Desa;

Peraturan Desa Gembor Udik Nomor 3 Tahun 2021
Tentang RKPDes;



Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEMBOR UDIK

dan
KEPALA DESA GEMBOR UDIK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA MENENGAH DESA GEMBOR UDIK TAHUN 2022 -
2027

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:
1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Serang,
Bupati adalah Bupati Serang.

2

Kecamatan adalah Kecamatan Cikande
Desa adalah desa Desa Gembor Udik
Kepala Desa adalah Kepal Desa Gembor Udik

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut

o - S

dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah
kesatuan masyarakat h.ukum yang memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk
pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan,
pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat,
keamanan, dan ketertiban.

10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas

hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya
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kemakmuran masyarakat Desa.

Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang
dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan
usaha, kegiatan kemasyarakatan pelayanan, pembangunan,
pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya
mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan
masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,
keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta
memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan,
program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan
esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa
meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan
pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa,
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal

usul, dan adat istiadat Desa,

. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut

dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat
BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga
yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain
adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan
unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk

menyepakati hal yang bersifat strategis.
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Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan
kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan
melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif
guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa
dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan
penanggulangan kemiskinan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang
selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah
antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan
prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan
Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja
Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran
pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati
bersama BPD.

SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk

percepatan pencapaian tujuan pembangunanberkelanjutan.

. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan,

pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang
memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa
berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat
didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan
Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat
digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program
dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi
terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa
dan masyarakat Desa.

Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data
kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan

mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat
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keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan
menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan
efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar

perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.

. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang

memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs
Desa sampai dengan tahun 2030.

. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang

selanjutnya  disebut RPJM Desa  adalah dokumen
perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka
waktu 6 (enam) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut
RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desayang

menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah
daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan

pembangunan daerah

Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari
kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban
anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak
lain yang sah.

Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang
meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber
daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya
ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses,
dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber
daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa,
dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi
kesejahteraan bersama masyarakat Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya
disebut APB Desa adalah rencana Kkeuangan tahunan

Pemerintahan Desa.
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Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi
Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan
belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan

kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang

diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan
belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana
alokasi khusus.

Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama
lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai
dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa
dalam memberdayakan masyarakat Desa.

Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan
fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli
Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat

Desa.

Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa,
terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga
Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas,
efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa,
Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa,
pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa
dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan
sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa
untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.

Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota
masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang
dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan,

dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan
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(1) Maksud penyusunan RPJM Desa adalah untuk menyediakan pedoman
resmi bagi penyelenggaraan pemerintah Desa dalam melaksanakan

-9-

gotong royong di kalangan masyarakat Desa.

Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM
Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa
dan/atau bersama Desa Desa guna mengelola usaha,
memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan
produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau
menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar- besarnya
kesejahteraan masyarakat Desa.

Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat,
perguruan  tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau
perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak
berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara,
anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi,
anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten /kota,
dan/atau APB Desa.

BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

pembangunan.

(2) Tujuan penyusunan RPJM Desa adalah sebagai berikut :

(1) RPUM Desa merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa
dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan 6 (enam)

a. Menjadi pedoman resmi bagi pemerintah Desa, BPD dalam menentukan

prioritas bidang dan kegiatan tahunan Desa.
Menjadi tolak ukur kinerja Tahunan Pemerintah Desa.
Memberikan gambaran umum kondisi Desa dalam upaya untuk

o oo o

mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan.

BAB II1
KEDUDUKAN RPJM DESA
Pasal 3

tahun.
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(2) RPJM Desa Tahun 2022-2027, disusun berdasarkan visi, misi dan
program pembangunan Kepala Desa.

BAB IV
SISTEMATIKA RPJM DESA
Pasal 4
Sistematika RPJM Desa tersusun sebagai berikut :

BAB | : PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang Penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa, Maksud dan Tujuan Penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Landasan
Hukum Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa, Hubungan RPJM Desa dengan Dokumen Perencanaan
Lainnya, dan Sistematika Penulisan RPJM Desa.

BABII : GAMBARAN UMUM DESA

Memuat Sejarah Desa, Kondisi Geografis Desa, Kondisi Demografis
Desa, Kondisi Perekonomian, Keadaan Sosial Budaya, Kondisi
Prasarana dan Sarana Desa, Kondisi Pemerintahan Desa, Kondisi
Lembaga Kemasyarakatan di Desa

BABIII :  VISI DAN MISI DESA

Memuat Landasan Filosofis Pembangunan Desa, Visi dan Misi
Kepala Desa Terpilih, Tujuan Pembangunan Desa, dan Sasaran
Pembangunan Desa

BAB V

BAB IV : STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

Memuat Isu-isu Strategis di Desa, Strategi Penanganan Isu-isu
Strategi di Desa, dan Prioritas Program di Desa

BAB V : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Memuat Penvelenggaraan Pemerintahan Desa, Kerangka
Pendanaan Keuangan Desa, Arah Pengelolaan Pendapatan Desa,
Arah Pengelolaan Belanja Desa, Arah Pengelolaan Pembiayaan,
dan Kebijakan Umum Anggaran

BABVI PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
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Memuat Rencana Program Pembangunan Tahun Kesatu,
Rencana Program Pembangunan Tahun Kedua,

Rencana Program Pembangunan Tahun Ketiga,

Rencana Program Pembangunan Tahun Keempat,
Rencana Program Pembangunan Tahun Kelima, dan
Rencana Program Pembangunan Tahun Keenam

BAB VIl PENUTUP

PERUBAHAN RPJM DESA
Pasal 5

(1) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis
ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau

b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah
daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten /kota.

Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan

disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan
selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, Kepala Desa wajib
menyusun RKP Desa pada tahun terakhir pemerintahannya.

Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan
dokumen perencanaan untuk tahun pertama periode pemerintahan tahun
berikutnya dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Serang dan
Musyawarah Desa sebelum RPJM Desa periode berikutnya tersusun.

RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) tahun
pertama periode pemerintahan Kepala Daerah terpilih berikutnya.

Pada saat RPJM Desa 2026 belum tersusun, maka penyusunan RKP Desa
Tahun 2026 berpedoman pada RPJM Desa Kabupaten Serang.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7



